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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah berupaya untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun disamping itu sangat diperlukan partisipasi

yang aktif dari seluruh warga negaranya untuk ikut serta dalam rangka untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun

rakyatnya. Dengan kata lain, diperlukan suatu kerja sama yang baik antara pihak

pemerintah dengan rakyatnya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat

yang diinginkan oleh seluruh pihak.

Dalam merealisasikan hal tersebut, negara (pemerintah) tidak mungkin

terlepas dari adanya kebutuhan atas pembiayaan dan pendanaan. Sumber dana yang

diperoleh negara (pemerintah) dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pinjaman

luar negeri, sector migas maupun non migas. Namun dengan keadaan dan kondisi

Indonesia sekarang ini di tengah krisis yang melanda, maka sumber dana yang dapat

diperoleh seperti pinjaman dari negara lain sangatlah tidak mungkin untuk diandalkan

terus-menerus.

Oleh karena itu, maka pemerintah sangat berupaya untuk memaksimalkan

suatu sumber dana yang dapat diperoleh dari dalam negeri yang paling berpotensial

untuk mendapatkan suatu sumber dana yang besar untuk memenuhi kebutuhannya.

Dan aspek yang paling berpotensial itu adalah dari sektor perpajakan. Pemungutan

pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada segenap rakyatnya pada hakekatnya

adalah suatu pengabdian rakyat/warga negara terhadap negaranya. Seorang warga

negara yang baik haruslah menyadari kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai

undang-undang dan peratrran yang berlaku yang ditetapkan oleh negaranya.



Peranan pajak dalam pembangunan negara tidak perlu diragukan lagi. Pajak

merupakan komponen yang paling penting dalam penerimaan negara, untuk itu

diperlukan suatu kebijakan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka pemerintah

melakukan berbagai upaya untuk menyederhanakan pemungutan pajak, menurunkan

tarif pajaknya, mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system

menjadi self assestment system. Self assessment system adalah suatu sistem yang

memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang

terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

Inti dari perubahan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap

Wajib Pajak dalam rangka membayar pajak terhadap negara. Wajib Pajak dianggap

mampu untuk menghitung pajaknya sendiri, mampu untuk memahami undang-

undang perpajakan yang berlaku, serta dianggap memiliki kejujuran yang tinggi, serta

menyadari akan arti penting untuk membayar pajak. Jadi pada saat sekarang ini,

Wajib Pajak lah yang memiliki peran dominan. Namun yang menjadi masalahnya

saat sekarang ini adalah apakah  Wajib Pajak itu sudah jujur untuk menghitung,

menyetor, serta melaporkan pajaknya.

Di dalam realita yang sebenarnya, masih sering sekali dijumpai adanya

tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana

mestinya. Perlu sekali untuk dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai

kekuatan hukum yang memaksa terhadap tunggakan pajak tersebut.

Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat diartikan bahwa Wajib Pajak

memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang



berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan,

ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan

membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan

dengan cara melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak, melakukan pemeriksaaan

terhadap wajib pajak yang memiliki indikasi cukup kuat belum melaporkan objek

pajaknya, mengadakan perbaikan dan penyempurnaan peraturan yang berlaku serta

melakukan penagihan secara aktif terhadap Wajib Pajak melalui penagihan dengan

surat paksa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan asset

Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian untuk membahas dan

mengkaji lebih lanjut mengenai proses penagihan pajak dengan menggunakan surat

paksa terhadap penerimaan pajak di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

dalam bentuk skripsi dengan judul :

PROSES PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK

DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA DEMI MEMAKSIMALKAN

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK di KPP PRATAMA JAKARTA

KALIDERES

1.2 Identifikasi Masalah

Pada realita dan kenyataan yang sebenarnya Wajib Pajak masih sering atau

cenderung untuk menghindari pembayaran pajak terhadap negara.



1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilakukan dibatasi hanya pada masalah-masalah yang

berkaitan dengan pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP

PRATAMA KEMBANGAN, Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis

seperti waktu, tenaga dan biaya yang tersedia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan maka perumusan masalah

dalam penelitian ini, adalah : a) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penagihan pajak

dengan surat paksa di KPP Pratama Kembangan, Jakarta Barat; b) Apakah

pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP

PRATAMA KEMBANGAN, Jakarta Barat sudah efektif; c) Kendala apa saja yang

dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PRATAMA

KEMBANGAN, Jakarta Barat.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian  adalah: a) untuk menganalisa prosedur pelaksanaan

penagihan pajak dengan surat paksa di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES;

b) untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP

PRATAMA JAKARTA KALIDERES apakah sudah efektif; c) untuk mengetahui

kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP

PRATAMA JAKARTA KALIDERES



2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan dalam penulisan skripsi ini adalah : a)

bagi penulis, untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan tentang prosedur

pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, b) bagi KPP, agar dapat

memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk kinerja KPP dalam menjalankan

tugas dan fungsinya di kemudian hari, c) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan sebagai acuan dasar

dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara

garis besar mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini secara

keseluruhan, yaitu:

BAB I PENDAHULAN

Bab ini menguraikan masalah latar belakang permasalahan,

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas mengenai pengertian dan tinjauan umum tentang

pajak, prosedur penagihan pajak dan mekanisme penagihan pajak

dengan surat paksa.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pemilihan obyek penelitian, tekhnis

pengumpulan data dan tekhnik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah, dan perkembangan serta visi dan

misi KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES, struktur organisasi

dan uraian tugas, proses yang berhubungan dengan masalah yang

sedang diteliti, serta analisis dan pembahasan terhadap objek

penelitian berdasarkan perumusan masalah-masalah yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab

sebelumnya dan disertai dengan saran-saran yang sekiranya

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang

akan datang.
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